BAB IV

Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Adanya praktik perdagangan bebas (free trade) telah
berdampak kepada pertumbuhan perekonomian setiap negara. Negara-
negara menjadi terintegrasi satu sama lain dan membuat perdagangan
internasional menjadi terbuka dan bebas. Namun perdagangan bebas tidak
terlepas dari masalah-masalah yang diakibatkan dalam mengimplementasi
perdagangan bebas dimana hal tersebut memunculkan permasalahan baru,
yaitu masalah ketidakadilan (unfairness) dan masalah kerusakan
lingkungan. Walaupun perdagangan bebas dinilai dapat meningkatkan
perekonomian setiap negara, tetapi peningkatan tersebut hanya dirasakan
oleh negara maju yang sejatinya negara tersebut memiliki kekuatan, modal
ataupun kapabilitas yang besar dalam pasar sehingga mereka mampu
mendominasi atau mengendalikan perdagangan internasional. Hal tersebut
menyebabkan negara-negara yang memiliki kekuatan lebih mampu
memaksimalkan keuntungan dari perdagangan internasional dan kondisi
tersebut merugikan negara lain seperti negara-negara yang tergolong
sebagai negara berkembang dan negara miskin dimana para produsennya
mereka tidak mampu bersaing khususnya produsen kecil dengan produsen

di negara-negara maju. Kondisi ini menimbulkan suatu gerakan perubahan
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terhadap sistem perdagangan bebas yang dinilai hanya menguntungkan satu
pihak dimana gerakan perubahan tersebut memberikan keadilan kepada
kaum minoritas (fair trade).

Penelitian yang berjudulkan Implementasi Prinsip-Prinsip Fair
Trade oleh Pekerti Nusantara terhadap Perajin bertujuan untuk
menggambarkan ~ bahwa  Pekerti  Nusantara  berusaha  dalam
mengimplementasi prinsip-prinsip fair trade yang dilakukan Pekerti
Nusantara kepada perajin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
mereka khususnya para perajin kecil di Indonesia secara maksimal. Pekerti
merupakan salah satu organisasi pengembangan sosial pertama yang
menerapkan fair trade di Indonesia pada tahun 1975. Pekerti Dibentuk
dikarenakan adanya revolusi hijau atau pembangunan industri pertanian
pada masa pemerintahan orde baru. Kebijakan ini berdampak kepada
masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan
dikarenakan adanya perubahan sistem dari tradisional ke mesin. Selain itu,
murahnya upah buruh dan kebijakan pemerintah yang dinilai pro investor
manufaktur menyebabkan adanya eksploitasi buruh dan banyak produk-
produk modern dimana produk-produk produsen kecil tidak mampu
bersaing dengan produk tersebut yang dinilai murah dan memiliki kualitas
yang bagus. Pekerti sendiri telah berkembang dan berada di hampir seluruh
kota dan pulau yang berada di Indonesia.

Dalam menjalankan sepuluh prinsip fair trade sesuai yang tertulis di
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WFTO, Pekerti menjalankan delapan program, yaitu (1) penyediaan akses
pasar bagi perajin; (2) penyediaan pelatihan bagi perajin; (3) penyediaan
akses modal bagi perajin; (4) penyediaan program sosial; (5) kunjungan
lapang ke tempat perajin; (6) mempromosikan fair trade; (7) penyediaan
program tanggap darurat dan pemulihan ekonomi bagi korban bencana; (8)
menyediakan pengembangaan kapasitas bagi karyawan Pekerti. Setiap
program maupun kriteria Pekerti telah mewakili ke sepuluh prinsip fair
trade dimana salah satu contohnya pada prinsip pertama yaitu menciptakan
peluang bagi produsen kecil dengan melaksanakan program pemberian
modal, pembayaran dp 50% pembelian produk, dan secara aktif mencari
perajin yang potensial untuk dikembangkan. Pada prinsip kedua untuk
menerapkan transparansi dan akuntabilitas, Pekerti melaksanakan program
kunjungan lapang ke tempat perajin, menyelenggarakan pertemuan
silaturahmi antara Pekerti dan Perajin. Prinsip ketiga untuk menerapkan
praktik perdagangan yang adil melalui program pembayaran dp 50%
pembelian produk dan program pelatihan cost pricing. Prinsip keempat
untuk menerapkan pembayaran yang adil, Pekerti melaksanakan program
pembayaran dp 50% terhadap pembelian produk. Prinsip kelima untuk
memastikan tidak ada tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa dengan
membuat kriteria perajin yang ingin bergabung sebagai mitra Pekerti,
begitupun prinsip 6 yang menjunjung tinggi komitmen tidak adanya

diskriminasi, melaksanakan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi
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dan kebebasan asosiasi dengan memberikan pendidikan mengenai gender
kepada mitra Pekerti. Dalam prinsip ketujuh dalam memastikan kondisi
layak kerja, Pekerti secara rutin melakukan kunjungan lapang ke tempat
perajin dan penyaluran program asuransi kepada mitra Pekerti. Prinsip
kedelapan untuk menyediakan pembangunan kapabilitas, Pekerti secara
rutin mengadakan pelatihan untuk para mitra Pekerti dan karyawan Pekerti.
Prinsip kesembilan dalam berupaya mempromosikan fair trade, Pekerti
secara rutin melaksanakan kampanye online atau sosialisasi yang
bertemakan fair trade dan pemberian kalender maupun stiker yang
bertemakan fair trade. Prinsip sepuluh dengan berusaha menghormati
lingkungan, Pekerti melakukan seleksi kriteria bahan produk dan secara
aktif mengkampanyekan pelestarian lingkungan dan juga melakukan
penanaman pohon. Dengan penjabaran tersebut, terbukti bahwa Pekerti
Nusantara telah berusaha dalam mengimplementasikan sepuluh prinsip-
prinsip fair trade yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan para
perajin di Indonesia secara maksimal walaupun dalam praktiknya masih

jauh dari sempurna.
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